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MOTTO
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ABSTRAKSI

Nama : Nur llla Lutfiana
NIM : 202010110311307
Judul : Analisis Yuridis Sistem Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Di Indonesia Pasca Lahirnya Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Pembimbing : Wasis, S.H,M.Si.,,M.Hum

Nur Putri Hidayah,A.Md.,S.H.,M.H.
Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menuntut
adanya aturan pelaksana untuk mengimplementasikannya dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko.
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
mengenai bagaimana perubahan sistem pendaftaran perizinan berusaha di
Indonesia dan konsekuensi yuridis yang terjadi pasca lahirnya PP Nomor 5 Tahun
2021. Berdasarkan ruang lingkup penelitian, maka dalam penulisan penelitian ini
penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat beberapa perubahan. Perubahan sistem dari yang semula OSS
menjadi OSS RBA. Namun, penyederhanaan ini hanya menghasilkan pengurangan
jumlah aturan tanpa sepenuhnya memperbaiki kualitas proses pendaftaran
perizinan. PP 5/2021 tidak mengatur secara rinci mengenai jangka waktu atau
Service Level Agreement (SLA) untuk proses pendaftaran perizinan, yang dapat
menimbulkan ketidakpastian waktu penyelesaian perizinan dan berpotensi

menghambat daya saing ekonomi serta iklim investasi.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, OSS



ABSTRACTION

Name : Nur llla Lutfiana

NIM : 202010110311307

Title : Juridical Analysis of the Business Licensing System in
Indonesia after the enactment of Government Regulation
Number 5 of 2021

Supervisor Wasis, S.H, M.Si.,, M.Hum
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation requires
implementing regulations to implement it in Government Regulation Number 5 of
2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing. The purpose of
writing this research is to describe and analyze how changes in the business
licensing registration system in Indonesia and the juridical consequences that occur
after the birth of Government Regulation Number 5 of 2021. Based on the scope of
the research, in writing this research the author uses normative research methods.
The results show that there are several changes. System changes from the original
OSS to OSS RBA. However, this simplification only results in a reduction in the
number of rules without fully improving the quality of the licensing registration
process. There is still disharmonization of regulations. GR 5/2021 does not regulate
in detail the timeframe or Service Level Agreement (SLA) for the license
registration process, which can lead to uncertainty in license completion time and
potentially hamper economic competitiveness and the investment climate.

Keyword: Business Licensing, OSS
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